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BAB II 

LANDASAN TEORI 

1.1. Uraian Teori 

 Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang 

mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang 

membantu kita memahami sebuah fenomena. Secara khusus, teori adalah 

seprangkat konsep, konstuk, defenisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan 

hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara merinci hubungan sebab-akibat 

yang terjadi. Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk 

membuat jenis nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan 

filosofinya yang tertinggi
1
. 

 Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari 

hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita 

merekontruksikan kehadiran teori hukum secara jelas
2

. Fungsi teori dalam 

penelitian kualitatif ialah untuk memperkuat peneliti  sebagai human instrumen 

sehingga peneliti memiliki skill untuk menggali data penelitian secara lengkap dan 

mendalam serta mampu melakukan kontruksi temuannya kedalam tema dan 

hipotesa. Karena itu, dalam penelitian kualitatif peneliti mencari teori untuk 

menjelaskan data penelitian yang diperoleh
3
 dan teori dapat memberikan sarana 

kepada kita untuk merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan 

secara lebih baik. 

 

                                                             
1
 Sacipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991, Hal 254. 

2
Ibid. Hal 253 

3
http://id.wikipedia.org/wiki/Manfaat Dan Fungsi dari Teori (Diakses pada tanggal 20 

Nopember 2016 Pukul 22.12) 
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Berikut adalah definisi atau pengertian teori menurut beberapa ahli: 

1. Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi 

“Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, abstrak, defenisi, dan proposisi 

untuk menerangkan sesuatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara 

merumuskan hubungan antar konsep-konsep yang ada.” 

 

2. Kerlinger  

“Teori adalah konsep-konsep yang berhubungan satu sama lainnya yang 

mengandung suatu pandangan sistematis dari suatu fenomena.” 

 

3. Ismaun  

“Teori adalah pernyataan yang berisi kesimpulan substantif tentang 

keteraturan.” 

 

4. Jonathan H.Terner 

“Teori adalah proses pengembangan ide-ide yang membantu kita manjelaskan 

bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi.” 

 

5. Nazir  

“Teori adalah opini diajukan sebagai penjelasan dari suatu  peristiwa atau 

kejadian.” 

 

6. Littlejohn & Karen Foss 

“Teori merupakan sebuah sistem konsep-konsep abstrak dan hubungan dari 

konsep yang membantu kita untuk memahami fenomena.” 

 

7. King  

“Teori adalah sekumpulan konsep yang ketika dijelaskan memiliki hubungan 

dan dapat diamati dalam dunianya.” 

 

8. Gardner Linzey 

“Teori adalah hipotesis (dugaan sementara) yang belum terbukti atau 

spekulasi tentang kenyataan yang belum diketahui secara pasti.” 

 

9. Stevens 

“Teori adalah suatu pernyataan yang isinya menyebabkan atau 

mengkarakteristikkan beberapa fenomena.” 

 

10. Fawcett 

“Teori adalah suatu deskripsi fenomena tertentu suatu penjelasan tentang 

hubungan antar fenomena atau ramalan tentang sebab -  akibat satu fenomena 

yang lain
4
.” 

 

                                                             
4
http://www.legalakes.com/PengertianTeoriMenurut Para Pakar (Diaksespadatanggal 21 

Nopember 2016 pukul 23.00) 
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 Berdasarkan hal tersebut diatas, menurut Soerjono Soekanto kerangka 

teori bagi suatu penelitian mempunyai beberapa kegunaan sebagai berikut:
5
 

1. Suatu atau beberapa teori merupakan ikthisar hal-hal yang telah diuji 

kebenarannya yang menyangkut objek yang dipelajari. 

2. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan 

pada seseorang yang memperdalam pengetahuannya. 

3. Teori berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta 

yang dipelajari. 

4. Suatu teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi 

fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan 

definisi-definisi untuk penelitian. 

 

2.1.1. Teori Kepastian Hukum 

 Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, hukum secara hakiki harus 

pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab 

secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika 

suatu peraturan dibuat dan diudangkan secara pasti karena mengatur secara pasti 

dan logis
6
.Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan 

upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah 

pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang 

siapa yang melakukannya.Adanya kepastian hukum setiap orang dapat 

memperkirakan apa yang yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, 

kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan.  

                                                             
5
http://www/forum.kompas.com/alternatif, Makalah tentang Pengertian Teori Menurut 

Pakar (Diakses pada tanggal 22 Nopember 2016 pukul 21.46) 
6
 Cst Kansil, Kamus Istilah Hukum, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, Hlm.385. 
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 Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama 

untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna 

karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang
7
.Jelas 

dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam 

artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan 

atau menimbulkan konflik norma. Kepada hukum menunjuk kepda pemberlakuan 

hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaan nya tidak 

dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Hukum adalah 

kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan 

bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam  suatu 

kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. 

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum 

terutama untuk norma hukum tertulis.Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan 

yang terdapat pada pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan 

ketiga bahwa 

 “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan pelindungan dan kepastian 

 hukum  yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Ubi jus 

 incertum, ibi jus nullum (dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada 

 hukum). 

 

 Menurut Apeldroon, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, 

mengenai soal dapat dibentuknya (bepaalbaarheid) hukum dalam hal-hal yang 

konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum 

dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti 

keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewangan 

                                                             
7
 Memahami Kepastian dalam Hukum http:ngobrolinhukum. Wordpress.com Diakses 

pada tanggal 23 Nopember 2016 pukul 06.42 
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hakim
8
. Dalam paradigma positivisme definisi hukum harus melarang seluruh 

aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang 

berdaulat, kepastian hukum selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak 

ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya 

hukum positif adalah satu-saatunya hukum. Menurut Jan Michiel Otto, kepastian 

hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto 

memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefenisi 

kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaiut: 

a. Tersedia aturan-aturab yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh 

(accessible). 

b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum 

tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya 

c. Warga secara sipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan 

tersebut. 

d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerpkan 

aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka 

menyelesaikan sengketa hukum, dan 

e. Keputusan peradilan secara konkret dilaksankan
9
. 

 Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan 

tugas untuk itu harus menjamin “Kepastian Hukum” demi tegaknya ketertiban dan 

keadilan dalm kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan 

kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saaling berbuat sesuka hati 

                                                             
8
 L.J Van Aveldoorn dalam Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka 

Berfikir, PT Revika Aditama, Bandung, 2006, Hlm. 82-83 
9
 Jan Michiel Otto,Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, PT 

Revika Aditama, Bandung, 2006, Hlm. 85 
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serta bertindak main hakim sendiri. Keadaaan seperti ini menjadikan kehidupan 

berada dalam suasana social disorganization atau kekacauaan sosial
10

. Menurut 

Satjipto Rahardjo, untuk mendirikan Negara hukum memerlukan suatu proses 

yang panjang, tidak hanya peraturan-peraturan hukum saja yang harus ditata 

kelola dengan baik namun dibutuhkan sebuah kelembgaan yang kuat dan kokoh 

dengan kewenangan-kewenangan yang luar biasa dan independen, bebas dari 

intimidasi atau campur tangan eksekutif dan legislatif yang dilaksanakan oleh 

sumber daya manusia yang bermoral baik dan teruji sehingga tidak mudah 

terjatuh
11

. 

 Gustav Radbruch mengatakan 4 hal mendasaar yang berhubungan dengan 

makna kepastian hukum, yaitu: 

1. Bahwa hukum positif, artinya adalah Perundang-undangan. 

2. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada 

kenyataaan. 

3. Bahwa fakta harus dengan cara yang jelas sehingga menghindari 

kekeliruan dalam pemaknaaan, disamping mudah dilaksanakan. 

4. Bahwa hukum positif tidak bleh diubah
12

. 

 Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan 

bahwa hukum dijalankan dan yang berhak menurut hukum dapat memperoleh 

haknya dan bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan. Walaupun 

                                                             
10

 M. Yahya Harahap, PembahasanPermasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan        

Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hlm. 76 
11

 Satjipto Rahardjo, Hukum dalam Jagat Ketertiban, UKI Press, Jakarta, 2006, Hlm. 

135-136 
12

 Gustav Radbruch Terjemahan Shidarta, Tujuan Hukum, Gramedia Pustaka Utama, 

Jakarta, 2012,Hlm. 56 
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kepastianhukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik 

dengan keadilan
13

. 

 

2.1.2. Teori Tentang Kepatuhan /Penegakan Hukum/Ketaatan Hukum 

 Hukum adalah suatu motor penggerak dan menata perilaku manusia atau 

sebagai aturan yang harus ditaati oleh manusia, walaupun hukum bisa dibilang 

sebagai pengontrol sosial tetapi terkadang hukum senantiasa selalu tertinggal dari 

objek yang diaturnya
14

. Akan tetapi, manusia itu sendiri juga tidak bisa lepas dari 

sebuah aturan hukum dimanapun mereka berada, pasti ada hukum yang berlaku 

ditempat itu. Dimanapun dan kapanpun masyarakat budaya yang ditemukan, ada 

hukum juga ditemukan, karena masyarakat sebagai bagian dari budaya. Adapun 

menurut beberapa ahli tentang yang dimaksud teori tersebut, yang diantaranya 

sebagai berikut : 

1. Ewick and Silbey, Kesadaran Hukum mengacu ke cara-cara dimana orang-

orang memahami hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-

pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan 

orang-orang
15

 . 

2. Bagi Ewick dan Silbey, Kesadaran Hukum terbentuk dalam tindakan dan 

 karena nya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris.  

                                                             
13

 Sudikno Mertokusumo dalam H.Salim Hs, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, 

PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm. 24 
14

 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa Bandung, Semarang, 1980, Hlm. 

99 
15

 Ali Achmad, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial 

Prudence) Termasuk Intrepensi Undang-Undang, Kencana, Bandung, 2009, Hlm.510 
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 Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai 

perilaku,” dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas
16

. Sebagai hubungan 

yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum maka 

beberapa literatur yang diungkap oleh beberapa pakar mengenai ketaatan hukum 

bersumber pada kesadaran hukum, hal tersebut tercermin dua macam kesadaran, 

yaitu : 

a. Legal consciouness as within the law, kesadaran hukum sebagai 

ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum 

yang disadari atau dipahami. 

b. Legal consciouness as against the law, kesadaran hukum dalam wujud 

menentang hukum atau melanggar hukum
17

. 

 Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana merupakan salah satu 

upaya yang bisa digunakan dalam mengatasi masalah sosial terutama dalam 

penegakan hukum. Namun, disamping itu harus dilandasi dengan tujuan untuk 

mencapai kesejahteraan masyarakat pada umum nya. Akan tetapi, kebijakan 

hukum ini juga termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang 

rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat tegak nya suatu 

hukum di dalam lingkungan masyarakat harus memenuhi beberapa unsur, yang 

diantaranya : 

a. Berlakunya hukum secara yuridis artinya apabila penentuan nya 

didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatan nya; 

                                                             
16

Ibid., Hlm 511 
17

Ibid., 
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b. Berlaku secara sosiologis apabila kaedah tersebut efektif. Artinya kaedah 

tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun keputusan 

tersebut tidak diterima masyarakat; 

c. Berlakunya secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai 

nilai positif yang tinggi
18

. Ketiga unsur inilah yang seharusnya ipenuhi 

dalam hukum dan penegakan hukum. Karena tanpa adanya suatu hukum 

yang dapat tegak di dalam tengah-tengah masyarakat maka tidak ada 

kontrol sosial terhadap pola tingkah laku masyarakat. 

 Namun, dari unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum 

tersebut, di dalam penegakan hukum juga terdapat beberapa kaedah-

kaedah/faktor-faktor yang ada di dalam nya diantaranya kaedah hukum/peraturan 

itu sendiri, petugas/penegak hukum, fasilitas, masyarakat. Akan tetapi untuk 

berfungsinya suatu kaedah hukum dalam masyarakat sangat tergantung dari pada 

hubungan yang serasi (kaitan proposionil) antara keempat faktor diatas
19

. Dengan 

begitu dalam penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.  

 

2.1.3. Teori Peranan 

 Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak 

melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga 

kepentingan umum. Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti merugikan, 

melalaikan atau menggangu keseimbangan kepentingan umum dapat 

menimbulkan reaksi dari masyarakat.  Peranan hukum itu sendiri sangat 

berpengaruh guna menciptakan keadilan bagi seseorang. 

                                                             
18

 Barda Nawawi Arief , Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan 

Pidana Penjara, Cet. Ke-4, Genta Publishing, Semarang, 2009, Hlm. 17 
19

 Ibid., Hlm. 14 
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 Peranan (role) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila 

seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia 

menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah 

untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan 

karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya Levinson dalam 

Soekanto mengatakan peranan mencakup tiga hal. Peranan meliputi norma-norma 

yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. 

Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang 

membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Peranan merupakan 

suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat 

sebagai organisasi. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang 

penting bagi struktur sosial masyarakat.  

 Peranan tersebut selain ditentukan oleh pelaku peran tersebut juga 

ditentukan oleh harapan pihak lain, termasuk juga kemampuan, keahlian, serta 

kepekaan pelaku peran tersebut terhadap tuntutan dan situasi yang mendorong 

dijalankannya peranan. Peranan juga bersifat dinamis, di mana dia akan 

menyesuaikan diri terhadap kedudukan yang lebih banyak agar kedudukannya 

dapat diakui oleh masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya ’’Polisi 

dan penegakan hukum’’ sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo, menjelaskan 

tentang persoalan peran penegak hukum sebagai berikut. Secara sesiologis setiap 

penegakan hukum baik yang bertugas dibidang-bidang kehakiman, kejaksaan, 

kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan mempunyai kedudukan (status) 

dan peranan (role), kedudukan (social) merupakan posisi tertentu dalam posisi 

pemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja, atau rendah 
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kedudukkan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang lainnya adalah 

hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban 

tadi adalah merupakan suatu peranan (role). Oleh karena itu, seseorang yang 

mempunyai kedudukkan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peran (role 

accupant).
20

   

 Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak 

berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban tugas suatu peranan tertentu dapat 

dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut. Peranan yang ideal (ideal role), 

peranan yang seharusnya (expected role) dianggap oleh diri sendiri (perceived 

role) atau peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role). Polisi Republik 

Indonesia sebagai pengayoman masyarakat dan penegak hukum dalam struktur 

kehidupan masyarakat mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara 

ketertiban bermasyarakat dan menangani atau mengatasai setiap tindakan 

kejahatan baik itu dalam bentuk tindakan terhadap kejahatan, maupun bentuk 

pencegahan dari kejahatan tersebut supaya masyarakat dapat hidup dan bekerja 

dalam keadaan aman dan tentram. Adapun peran kepolisian menurut Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 

yang terdapat dalam  Pasal 5 ayat (1) adalah:  

 “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang 

berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan 

hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”. 

 

 

 

 

  

                                                             
 

20
http://isharawana.blogspot.co.id/2013/12/peranan-kepolisian-dalammenanggulangi.html 
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2.1.4. Teori Penanggulangan Tindak Pidana  

 Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang 

kebijakan (criminal policy). Kebijakan kriminal juga tidak lepas dari kebijakan 

yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (social policy), yang terdiri dari kebijakan 

atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial, dan kebijakan atau upaya-upaya 

untum perlindungan masyarakat (social defency policy)
21

. Dari itu semua dalam 

pencegahan dan penanggulangan kejahatan juga harus menunjang tujuan (goal), 

kesejahteraan masyarakat atau social walfare (SW) dan perlindungan masyarakat 

atau social defence (SD).  

 Akan tetapi, juga terdapat aspek yang sangat penting di dalam nya adalah 

aspek kesejahteraan/perlindungan masyarakat yang bersifat immateril, terutama 

nilai kepercayaan, kebenaran/kejujuran/keadilan. Dengan begitu, dalam 

menanggulangi suatu perbuatan yang melawan hukum dapat sesuai dengan 

harapan dan dapat mengurangi suatu tindak kejahatan yang terjadi, terutama 

masalah kejahatan pencurian. 

 

2.1.5. Perlindungan Hukum 

 Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian 

bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saaksi dan/atau korban, 

perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan 

masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian 

restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan medis
22

. Perlindungan 

hukum terhadap korban kejahatan apabila di cermati ternyata bersifat 

                                                             
21

 Barda Nawawi Arief, Masalah Pengakuan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana 

dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, 2007, Hlm. 76 
22

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, 1984, Hal 133  
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perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung yang dirumuskan dalam 

kebijakan fomulatif yang cenderung mengarah pada perlindungan masyarakat dan 

individu.  

 

2.2.  Kerangka Teori 

 Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum, 

dikarenakan kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat 

dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum 

adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa 

memandang siapa yang melakukannya. Teori kepastian hukum adalah perihal 

(keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil dan kepastian 

hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan 

sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat 

dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.23 

 Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan 

upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah 

pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang 

siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat 

memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, 

kepastian sangat diperlukan  untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu 

ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum 

tertulis.  
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 Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak 

dapatdigunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang
24

. Jelas dalam artian 

tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi 

suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau 

menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan 

hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak 

dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.  Hukum adalah 

kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan 

bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu 

kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. 

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum 

terutama untuk norma hukum tertulis. Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan 

yang terdapat pada pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan 

ketiga bahwa 

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian 

hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, Ubi jus 

incertum, ibi jus nullum  (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada 

hukum).” 

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, 

mengenai soal dapat dibentuknya (bepaalbaarheid) hukum dalam hal-hal yang 

konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum 

dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti 

keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan 
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hakim
25

. Dalam paradigma positivisme defenisi hukum harus melarang seluruh 

aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang 

berdaulat, kepastian hukum harus selalu di junjung tinggi apapun akibatnya dan 

tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya 

hukum positif adalah satu-satunya hukum. 

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang 

lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang 

lebih jauh yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa 

dalam situasi tertentu yaitu : 

a) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah 

diperoleh (accessible); 

b) Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan 

hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya; 

c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-

aturan tersebut; 

d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan 

aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka 

menyelesaikan sengketa hukum dan; 

e) Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan
26

. 

 Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan 

tugas untuk itu harus menjamin “Kepastian Hukum” demi tegaknya ketertiban dan 
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keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan 

kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta 

bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada 

dalam suasana social disorganization atau kekacauan sosial
27

. Menurut Sajipto 

Rahardjo, untuk mendirikan Negara hukum memerlukan suatu proses yang 

panjang, tidak hanya peraturan-peraturan hukum saja yang harus ditata kelola 

dengan baik namun dibutuhkan sebuah kelembagaan yang kuat dan kokoh dengan 

kewenangan-kewenangan yang luar biasa dan independen, bebas dari intimidasi 

atau campur tangan eksekutif dan legislatif yang dilaksanakan oleh sumber daya 

manusia yang bermoral baik dan teruji sehingga tidak mudah terjatuh.
28

 

Gustav Radbruch mengakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan 

dengan makna kepastian hukum, yaitu: 

1) Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah 

Perundang-undangan. 

2) Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada 

kenyataan. 

3) Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga 

menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah 

dilaksanakan. 

4) Bahwa hukum positif tidak boleh  diubah.
29
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 Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan 

bahwa hukum dijalankan dan yang berhak menurut hukum dapat memperoleh hak 

nya dan bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan. Walaupun kepastianhukum 

erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan.
30

 

2.2.1. Pengertian Tindak Pidana  

 Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu 

Strafbaarfeit atau delict yang berasal dari bahasa latin delictum. Sedangkan 

perkataan “feit” itu sendiri didalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari 

kenyataan” atau “een gedeelte van werkelijkheid” sedangkan “strafbaar” berarti 

“dapat dihukum”, sehingga secara harafiah perkataaan “strafbaar feit” dapat 

diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum
31

. 

Menurut Amir Ilyas, tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung 

suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagi istilah yang dibentuk dengan 

kesadaran dan memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak 

pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit 

dalam lapangann hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberukan arti 

yang  bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan 

istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat
32

. 
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2.2.2. Pengertian Tindak Pidana Pencurian 

Kata pencurian berasal dari kata dasar yang mendapat awalan me- dan 

akhiran-an. Menurut Poerwardarminta pencuri berasal dari kata dasar curi yang 

berarti sembunyi-sembunyi atau diam-diam dan pencuri adalah orang yang 

melakukan kejahatan pencurian. Dengan demikian pengertian pencurian adalah 

orang yang mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau diam-

diam dengan jalan yang tidak sah
33

. 

Pengertian pencurian dalam rumusan Pasal 362 KUHPidana Solahuddin 

adalah sebagai berikut: 

“Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian 

kepunyaan orang lain, dengan maksud memilikinya secara melawan 

hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 

lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”  

Pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam 

Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHPidana. Adapun jenis-jenis pencurian 

yang diatur dalam KUHPidana adalah sebagai berikut: 

1. Pasal  362 KUHPidana adalah delik pencurian biasa. 

2. Pasal 363 KUHPidana adalah delik pencurian berkualitas atau dengan 

pemberatan. 

3. Pasal 364 KUHPidana adalah delik pencurian ringan. 

4. Pasal 365 KUHPidana adalah delik pencurian dengan kekerasan atau 

ancaman kekerasan. 

5. Pasal 367 KUHPidana adalah delik pencurian dalam kalangan 

keluarga. 
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Pasal 362 KUHPidana merupakan pokok delik pencurian, sebab semua 

unsur dari delik pencurian tersebut di atas dirumuskan secara tegas dan jelas, 

sedangkan pada pasal-pasal KUHPidana lainnya tidak disebutkan lagi unsur 

tindak pidana atau delik pencurian akan tetapi cukup disebutkan lagi nama 

kejahatan pencurian tersebut disertai dengan unsur pemberatan dan keringanan. 

Delik pencurian adalah delik yang paling umum, tercantum di dalam semua 

KUHPidana di dunia, disebut delik netral karena terjadi dan diatur oleh semua 

negara termasuk Indonesia. Jenis tindak pidana pencurian merupakan jenis tindak 

pidana yang terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia, oleh karenanya menjadi 

sangat logis apabila jenis tindak pidana ini menempati urutan teratas di antara 

tindak pidana terhadap harta kekayaan yang lain. 

Unsur-unsur tindak pidana pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 362 

KUHPidana adalah sebagai berikut: 

1. Mengambil barang 

2. Yang diambil harus sesuatu barang 

3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain 

4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki baraang 

itu dengan melawan hukum (melawan hak)
34

. 

a.d. 1. Perbuatan Mengambil 

  Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan 

mengambilbarang. Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerkkan 

tangan dan jari-jari memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain.  

                                                             
34

R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Penjelasannya, Politeia, Bogor, 

1984, Hlm 249. 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



28 
 

  Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair, 

misalnya bier, dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol 

yang ditempatkan dibawah kran itu, bahkan tenaga listrik sekarang dianggap 

dapat dicuri dengan sepotong kawat
35

. Berarti berdasarkan uraian tersebut dapat 

kita ketahui bahwa perbuatan mengambil itu hanyalah apabila barang tersebut 

diambil oleh orang yang tidak berhak terhadap barang tersebut. 

a.d. 2.  Yang diambil harus sesuatu barang 

  Kita ketahui bahwa sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan 

kekayaan si korban,  maka barang yang diambil haruslah berharga. Harga ini tidak 

selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan berupa barang ini tentu saja yang 

dapat dinikmati oleh orang yang membutuhkannya. 

a.d. 3.  Barang  yang  diambil  harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang  

  lain 

  Yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini bahwa barang 

yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang 

mengambil tersebut. 

a.d. 4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk  memiliki  barang  

  itu dengan melawan hukum 

  Dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah 

berdasarkan adanya keinginan dari sipelaku untyk memiliki barang tersebut 

dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal 
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ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang 

orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Jadi dengan demikian kita telah 

sama-sama mengetahui bagaimana ilmu hukum pidana mengatur tentang 

pencurian ini, akan tetapi secara nyata berdasarkan penjelasan tersebut pengertian 

pencurian dalam hal ini belum dapat kita lihat secara teliti dan jelas. Dan tidak ada 

menentukan bagaimana yang dikatakan pencurian itu diidentikkan dengan 

perbuatan mengambil.  

  Jadi dengan demikian pencurian itu dapat kita artikan ialah perbuatan 

mengambil suatu benda atau barang kepunyaan orang lain dengan cara melawan 

hukum yang dapat merugikan orang yang memiliki barang/benda tersebut. Jadi 

dengan demikian jelaslah kita ketahui bahwa adapun yang dimaksudkan dengan 

pencurian dalam hal ini adalah perbuatan dari seseorang yang mengambil 

barang/benda kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum.Berdasarkan 

uraian tersebut maka jelaslah kita ketahui mengenai pencurian tersebut diatas . 

2.2.3. Jenis-Jenis Pencurian 

 Mengenai pencurian ini ilmu hukum pidana menggolongkan perbuatan 

tersebut dalam perbuatan kejahatan terhadap kekayaan orang. Menurut Wirjono 

Prodjodikoro diantara unsur memiliki barang dengan unsur melawan hukum 

sebenarnya ada kontradiksi. Sebenarnya antara unsur memiliki barang dengan 

unsur melawan hukum ada kontradiksi, sebab memiliki barang-barang berarti 

menjadikan dirinya sebagai pemilik. Dan untuk menjadi pemilik suatu barang 

harus menurut hukum. Setiap pemilik barang adalah pemilik menurut hukum, 

maka sebenarnya tidak mungkin orang memiliki barang orang lain dengan 

melanggar hukum, karena kalau hukum dilanggar tidak mungkin orang tersebut 
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menjadi pemilik barang
36

. Dengan mengetahui delik pencurian dan unsur-unsur 

Pasal 362 KUHPidana, maka dengan sendirinya telah diketahui unsur-unsur 

pokok dari berbagai jenis kejahatan pencurian di dalam KUHPidana. 

Sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini tentang kejahatan pencurian yang 

tercakup mulai dari pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHPidana sebagai 

berikut: 

A. Pencurian Biasa 

 Pencurian biasa ini perumusannya diatur dalam Pasal 362 KUHPidana 

yang menyatakan: 

“Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian 

milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, 

diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima 

tahun atau denda paling banyak sembilanratusrupiah.” 

 

Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHPidana di atas,  maka unsur-unsur 

tindak pidana  pencurian  (biasa) dapat  dibedakan secara objektif dan subjektif. 

Yaitu sebagai berikut:  

a. Unsur objektif, yang meliputi unsur-unsur:  

1. Mengambil 

2. Suatu barang  

3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain 

b. Unsur subjektif, yang meliputi unsur-unsur:  

1. Dengan  maksud 

2. Untuk memiliki barang/benda tersebut untuk dirinya sendiri 

3. Secara melawan hukum 
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Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana 

pencurian, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak 

pidana pencurian yang terdapat di dalam rumusan Pasal 362 KUHPidana. 

 

B. Pencurian Dengan Pemberatan  

 Istilah “pencurian dengan pemberatan” biasanya secara doktrinal disebut 

sebagai “pencurian yang dikualifikasikan”. Pencurian yang dikualifikasikan ini 

merujuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau 

dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam 

dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Pencurian dengan 

pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 

KUHPidana. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan 

pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu 

yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana 

pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian 

dalam bentuk pokoknya. 

 Unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat  

dipaparkan sebagai berikut: 

1. Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 

KUHPidana.Pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHPidanadirumuskan 

sebagai  berikut: 

a) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:  

 

1. Ke-1 pencurian ternak.  
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2. Ke-2 pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa 

bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal 

terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau 

bahaya perang . 

3. Ke-3 pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau 

pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang 

ada di situ yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang  

berhak.  

4. Ke-4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara 

bersama-sama. 

5. Ke-5 pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, 

atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan 

membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai anak 

kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan (seragam) palsu.  

b) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu 

tersebut ke-4 dan ke-5, maka dikenakan pidana paling lama Sembilan 

tahun. 

2.  Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 365KUHPidana. 

Pencurian dengan pemberatan kedua adalah pencurian yang diatur  dalam 

Pasal 365 KUHPidana. Jenis pencurian ini lazim disebut dengan istilah 

“pencurian dengan kekerasan” atau  popular dengan istilah “curas”. 
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Adapun yang menjadi unsur-unsur dalam Pasal 365 KUHPidana ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun,  pencurian 

yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman 

kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau 

mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk 

memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk 

tetap menguasai barang yang dicurinya.  

b. Diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun:  

1. Ke-1 jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah 

rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan 

umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.  

2. Ke-2 jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara 

bersama-sama. 

3. Ke-3 jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan 

membongkar, merusak, atau memanjat atau memakai anak kunci 

palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.  

4. Ke-4 jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.  

c. Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara  

paling lama lima belas tahun . 

d. Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu 

tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka 

berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-
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sama dengan disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam ayat (2) 

ke-1 dan ke-3. 

 

C. Pencurian Ringan  

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari 

pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-

unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan. 

Pencurian ringan di dalam KUHPidana diatur dalam ketentuan Pasal 364, jika 

nilai barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, yang berarti 

menurut Andi Hamzah pasal ini adalah Pasal tidur, dikatakan tidur karena 

menunggu adanya undang-undang yang mengubahnya menjadi sesuai dengan 

nilai rupiah sekarang
37

. Termasuk dalam pengertian pencurian ringan ini adalah 

pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHPidana), pencurian termasuk 

pembantuan antar keluarga, maksudnya antara suami dan istri yang tidak terpisah 

meja dan tempat tidur tidak dapat dilakukan penuntutan yang hanya akan menjadi 

delik aduan jika terpisah meja dan tempat tidur antara mereka atau pencurian 

antara keluarga (sedarah) sampai derajat kedua (misal antara saudara kandung 

atau ipar). Rasio dimasukkannya pencurian keluarga ke dalam pencurian ringan 

adalah oleh karena jenis pencurian dalam keluarga ini merupakan delik aduan, 

dimana terhadap pelakunya hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan. Dengan 

demikian, berbeda dengan jenis pencurian biasa pada umumnya yang tidak 

membutuhkan adanya pengaduan untuk penuntutannya. 
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2.2.4. Pengertian Kendaraan Bermotor 

Pengertian kendaraan bermotor Indonesia, menurut Pasal 1 ayat 8 Undang-

Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) 

adalah: 

“Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh 

peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas 

rel.” 

 

 Dari pengertian kendaraan bermotor di atas, jelaslah bahwa yang 

dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang 

mempergunakan tenaga mesin sebagai intinya untuk bergerak atau berjalan, 

kendaraan ini biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang dan barang atau 

sebagai alat transportasi akan tetapi kendaraan tersebut bukan yang berjalan di 

atas rel seperti kereta api. Mengingat pentingnya kendaraan bermotor dalam 

kehidupan sehari-hari, maka pabrik kendaraan bermotor semakin berkembang 

pesat khususnya setelah perang dunia kedua. Hal ini ditandai dengan tahap 

motorisasi di segala bidang. Kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi atau 

sebagai alat pengangkutan memegang peranan penting dalam menentukan 

kemajuan perekonomian suatu bangsa. 

  Jepang misalnya, negara tersebut adalah salah satu negara maju di dunia 

berkat kemajuan ilmu dan teknologinya termasuk di bidang produsen kendaraan 

bermotor, selain itu kendaraan bermotor di Indonesia merupakan lambang status 

sosial di masyarakat. Sebagai wujud nyata dari keberhasilan pembangunan, 

masyarakat di Indonesia semakin hari semakin banyak yang memiliki kendaraan 

bermotor, akan tetapi di lain pihak pula ada sebagian besar golongan masyarakat 

yang tidak mampu untuk menikmati hasil kemajuan teknologi ini. Hal ini 
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menyebabkan adanya kesenjangan sosial di dalam masyarakat, perbedaan 

semacam ini dapat mengakibatkan terjadinya berbagai macam kejahatan 

diantaranya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Kejahatan ini adalah 

termasuk kejahatan terhadap harta benda (crime against property) yang 

menimbulkan kerugian. 

 

2.2.5. Tinjauan Terhadap Kedudukan Kepolisian Republik Indonesia 

 Kepolisian memiliki peranan penting dalam mewujudkan keamanan dan 

kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, kepolisian merupakan lembaga 

pengayom masyarakat dalam segala kondisi sosial yang caruk-maruk. Peran 

kepolisian dapat dikatakan sebagi aspek kedudukan yang berhubungan dengan 

kedudukannya sebagi pelindung masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, Peran 

atau Peranan (Role) merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan atau status. 

Sedangkan menurut teori peranan (ruletheory) yang dikutip oleh Setiawan 

mengatakan bahwa “Peranan atau Peran adalah sekumpulan tingkah laku yang 

dihubungkan dengan posisi tertentu”, menurut teori ini peranan yang berbeda 

menimbulkan tingkah laku itu sesuai dengan suatu lain yang relatif bebas 

(independent) tergantung pada orang yang menjalankan peran tersebut, jadi 

setiap orang yang menjalankan peranan pada masing-masing situasi
38

. Polisi 

merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, 

pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa “Kepolisian sebagi 

salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharan keamanan dan 
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ketertiban masyarakat”
39

. Menurut Van Vollenhoven yang dikutip oleh Momo 

Kelana istilah polisi didefinisikan sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ 

pemerintahan dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya 

yang diperintah menjalakan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah
40

. 

Menurut Sadjijono yang dikutip oleh Rahardi polisi dan Kepolisian memiliki arti 

yang berbeda dinyatakan bahwa istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga 

yang ada dalam negara, sedangkan istilah kepolisian sebagai organ atau sebagai 

fungsi. Sebagai organ yaitu suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan 

terstruktur dalam organisasi negara.  

 Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung 

jawab lembaga atas kuasa undang-undang untk menyelenggarakan fungsinya, 

antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum 

pelindung, pengayom, pelayanan masyarakat. Sesuai dengan Kamus Umum 

Bahasa Indonesia, bahwa polisi diartikan sebagai badan pemerintah yang diberi 

tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Menurut undang-undang 

Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia menyebutkan bahwa: 

1. Kepolisian adalah segala hal- ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan 

lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri 

kepolisian negara Republik Indonesia 
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 Menurut Hoegeng, yakni polisi merupakan lembaga resmi yang diberi 

mandat untuk memelihara ketertiban umum, perlindungan orang serta segala 

sesuatu yang dimiliki dari keadaan bahaya atau gangguan umum serta tindakan-

tindakan melanggar hukum. Berdasarkan pandangan dari beberapa pakar 

pengertian polisi nampak memiliki persamaan satu dan yang lain nya, walaupun 

variasi kata bahasa dalam mengungkapkan makna ataupun pengertian polisi 

berbeda namun perbedaan itu tidak mempengaruhi arti sesungguh nya kepolisian 

yang utaa yakni : sebagai pelindung, pengayom masyarakat dengan mencurahkan 

segala upaya demi terciptanya negara yang aman serta terbebas dari segala 

angguan tindak kejahatan yang dapat merugikan masyarakat. 

2.2.6. Penjelasan Satuan Reserce dan Kriminal (SATRESKRIM) 

 Satuan reserce dan kriminal  (satreskrim) bertugas melaksanakan 

penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk 

fungsi identifikasi dan laboraturium forensik lapangan serta pembinaan, 

koordinasi dan pengawasan PPNS. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di 

maksud pada ayat (2), satreskrim menyelenggarakan fungsi: 

a. Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta 

identifikasi dan laboraturium forensik lapangan, 

b. Pelayanan dan perlindungan khusus remaja, anak, dan wanita baik sebagai 

pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, 

c. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum, 
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d. Penganalisisan kasus beserta penanganan nya, serta mengkaji efektivitas 

pelaksanan tugas Satreskrim, 

e. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh 

penyidik pada unit reskrim Polsek dan Satreskrim Polres, 

f. Pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik di bidang operasional 

maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, 

g. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain 

tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum 

Polres. 

Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Reserce Kriminal 

1. Sat Reskrim adalah unsur pelaksana Utama di tingkat Kepolisian Resort 

yang berada di bawah Kapolres 

2. Sat Reskrim bertugas membina fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-

kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana termasuk fungsi 

Identifikasi dan fungsi Laboraturium Forensik lapangan dalam rangka 

penegakkan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional dan 

administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan hukum dan pperaturan 

yang berlaku 

3. Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud Sat Reskrim 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

a. pembinaan fungsi atau penyelidikan tindak pidana termasuk fungsi 

identifikasi dan fungsi laboraturium forensik lapangan serta 
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kegiatan-kegiatan lain yang menjadi tugas Sat Reskrim, dalam 

lingkungan Polres Tebing Tinggi 

b. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penyelidikan atau penyidik 

tindak pidana umum dan tertentu, dengan memberikan pelayanan 

atau perlindungan khusus kepada korban atau pelaku remaja, anak 

dan wanita, dalam rangka penegakkan hukum sesuai dengan 

ketentuan hukum yang betlaku 

c. Penyelenggraan fungsi dan identifikasi baik untuk kepentingan 

penyelidikan maupun pelanyanan umum 

d. Penyelenggaraan pembinaan tekhnis dan koordinasi dan 

pengawasaan operasinal dan administrasi penyidik PPNS 

e. Pelaksaan analisis setiap kasus dan isu-isu menonjol beserta 

penanganan nya dan mempelajari/ mengkaji efektifitas pelaksanaan 

tugas satuan-satuan fungsi Reskrim 

4. Sat Reskrim dipimpin oleh Kepala Satuan Reskrim, disingkat Kasat 

Reskrim, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dalam pelaksanaan 

tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolres. 

5. Kasat Reskrim di bantu oleh Kaurbin Ofs Reskrim, disingkat KBO 

Reskrim yang bertanggung jawab kepada Kasat Reskrim. 

  

2.2.7. Tugas Kepolisian 

 Tugas kepolisian sebagai salah satu alat penegak hukum dalam rangka 

menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Karena sifat tugas yang dijalan 

kan oleh aparat kepolisian merupakan tugas yang cukup berat dan terkadang 
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tugas-tugas tersebut dilaksanakan secara individu serta polisi dituntut untuk 

mampu mengambil suatu keputusan secara pribadi dalam menghadapi situasi 

yang nyata. Di dalam pengambilan suatu keputusan tersebut, polisi dituntut untuk 

mengambil suatu keputusan yang matang selalu memperhatikan HAM yang 

dimiliki setiap orang yang terkecuali tersangka. Oleh karena itu, setiap tindakan 

yang harus dilakukan oleh aparat kepolisian saat berada dilapangan dan 

berhadapan langsung terhadap terangka, semuanya itu telah diatur dalam undang-

undang dan polisi dalam menggunakan wewenang nya harus sesuai dengan 

prosedur yang telah ditentukan. 

 Kepolisian mempunyai tugas-tugas umum sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang No.2 tahun 2002. Tugas pokok kepolisian, sebagai berikut
41

 : 

1. Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat 

2. Menegakkan hukum  

3. Memberi perlindungan, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat. 

 

2.2.8. Fungsi Kepolisian 

 Kepolisian negara republik indonesia atau yang sering disingkat dengan 

Polri dalam kaitan nya denag pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan 

negara di bidang pemeliharaan kemanan dan ketertiban masyarakat, penegakan 

hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang 

bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi 

terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegak nya hukum, 
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terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, 

serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi HAM.  

 Hal ini dapat dilihat dari pasal 2 undang-undang nomor 2 tahun 2002 

tentang kepolisian negara republik indonesia, yaitu : 

“fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di 

bidang pemeliharaan kemanan, dan ketertiban masyarakat, penegak 

hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. 

 

 Menurut M.Faal, untuk melaksanakan tugas-tugas pokok, aparat 

kepolisian memiliki dua fungsi utama yaitu
42

: 

1. Fungsi preventif untuk pencegahan, yang berarti bahwa aparat kepolisian 

itu berkewajiban melindungi negara beserta lembaga-lembaga nya, 

ketertiban dan ketahanan hukum, orang-orang dan harta bendanya, 

dengan jalan mencegah dilakukan nya perbuata-perbuatan yang dapat 

dihukum dan perbuatan-perbuatan lain nya yang pada hakikat nya dapat 

mengancam dan membahayakan ketertiban dan ketentraman hukum. 

2. Fungsi represif atau pengendalian, yang berati bahwa aparat kepolisian 

itu berkewajiban menyidik perkara-perkara tindak pidana, menangkap 

pelaku-pelaku nya dan menyerahkan nya kepada penyidikan untuk 

penghukuman. 

 Dari serangkaian tugas kepolisian, salah satu tugas yang mendapat 

perhatian  ialah tugas dalam rangka menegakkan hukum. Sebagai penegak hukum, 

polisi masuk dalam jajaran sistemm peradilan pidana, sebagai salah satu sub 
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sistem. Di dalam sistem peradilan pidana pilisi merupakan “pintu gerbang” bagi 

para pencari keadilan. Dari sinilah segala sesuatu nya dimulai.  

 Posisi awal ini menempatkan polisi pada posisi yang tidak 

menguntungkan. Sebagai penyidik polisi harus melakukan penangkapan (bila 

perlu), penahanan, yang berarti polisi harus memiliki dugaan yang kuat bahwa 

orang tersebut adalah pelaku kejahatan. Rusli Muhammad menyebut tugas 

kepolisian sebagai “muti fungsi”, yaitu tidak sebagai polisi saja tetapi juga sebagai 

jaksa dan hakim sekaligus. Polisi dalam mengani sebuah kasus harus mampu 

menentukan apakah kasus tersebut merupakan tindak pidana, siapa pelakunya, 

bagaimana melakukan penangkapan terhadap tersangkanya. Setelah itu polisi itu 

harus mampu menentukan peraturan ataupun undang-undang apa yang dilanggar 

oleh tersangka untuk dituntut pertanggung jawaban dari tersangka tersebut
43

. 

Dalam sistem peradilan pidana, poisi meiliki fungsi sebagai penyelidik dan 

sebagai penyidik tindak pidana. 

2.2.9. Peranan Kepolisian 

 Dalam menjalankan peran nya itu, polisi harus melaksanakan nya sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun peran polisi itu 

diatur didalam KUHAP dan UU RI No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. Sebagai alat negara yang menjalankan fungsinya dalam 

penegakan hukum, dibidang peradilan, polisi berperan dalam mengadakan 

penyidikan terhadap suatu perkara pidana menurut ketentuan-ketentuan yang ada 

di dalam KUHAP dan peraturan negara lain nya . Penyidik adalah pejabat polisi 
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Neagar Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi 

wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan 

menurut pandangan doktrina ilmu pengetahuan hukum pidana seperti de Pinto 

dikatakan bahwa menyidik (opsporing) diartikan sebagai “pemeriksaan 

peemulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh Undang-Undang 

segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar 

beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”
44

. Apabila mengacu 

pada ketentuan Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP) disebutkan bahwa penyidikan itu adalah serangkain tindakan penyidik 

dalam hal dan menurut acara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk 

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang 

tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Secara konkrit 

tindakan penyidikan merupakan tindakan penyidik untuk mendapatkan keterangan 

mengenai
45

: 

1. Tindak pidana yang telah dilakukan 

2. Tempat tindak pidana dilakukan 

3. Waktu tindak pidana dilakukan 

4. Cara tindak pidana dilakukan 

5. Dengan alat apa tindak pidana dilakukan 

6. Mengapa tindak pidana itu dilakukan, dan 

7. Siapa pelakunya. 
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 Adapun wewenang Polisi sebagai penyidik sebagaimana diatur KUHAP 

adalah sebagai berikut: 

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak 

pidana. 

2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian. 

3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri 

tersangka. 

4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledaan, dan penyitaan. 

5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. 

6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. 

7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi. 

8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara. 

9. Mengadakan penghentian penyidikan. 

10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 

 Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa Polisi berperan dalam mencegah 

dan menanggulangi tindak pidana kejahatan yang dianggap sebagai penyakit 

masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat dalam menjalankan 

tugas-tugasnya tersebut, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa 

bertindak berdasarkan norma hukum dan juga mengindahkan norma agama, 

kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). 

 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



46 
 

2.3.  Hipotesis 

 Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap 

benar, tapi masih perlu dibuktikan lagi. Tujuan ini dapat dapat diterima apabila 

ada cukup data untuk membuktikannya. Adapun yang menjadi hipotesis dari 

permasalahan yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut: 

1. Peran kepolisian dalam penanggulangan pencurian kendaraan bermotor 

adalah dengan melakukan razia dan juga penyidikan peristiwa pencurian 

kendaraan bermotor. 

2. Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di 

wilayah hukum polresta Tebing Tinggi oleh pihak kepolisian adalah 

dengan memberikan himbauan kepada masyarakat agar lebih waspada 

dalam memarkirkan kendaraan bermotor. 

3. Hambatan yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana 

pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum polresta Tebing Tinggi 

adalah kurangnya rasa kepedulian masyarakat dalam menjalin hubungan 

untuk bekerjasama dalam menanggulangi tindak pidana pencurian serta 

kurangnya bukti dan saksi. 
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